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Penjatuhan sanksi baik pidana penjara, kurungan dan denda bagi pecandu narkotika
ternyata bukan solusi yang tepat ini dapat terlihat di Lapas Klas II A Bengkulu, data yang
terdapat  di Lapas Klas II A pada tahun 2009 terpidana sebanyak 58 orang  kemudian terus
meningkat menjadi 132 orang pada tahun 2011 serta menjadi 276 pada tahun 2013 serta
pada bulan April 2015 terpidana sebanyak 276 sedangkan  kasus narkotika april 2015
sebanyak 15 orang recidive. Randi Bin Akhmad Nirwan narapidana narkotika diketahui
menyelundupkan shabu-shabu yang tersimpan di saku celan, pada saat razia yang dilakukan
petugas Lapas Klas II A Kota Bengkulu.Pandangan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan
dan denda tidak tepat bagi pecandu narkotika ini, merupakan salah satu faktor perumusan
penjatuhan sanksi berupa vonis rehabilitasi pada Pasal 127 dan Pasal 54 sampai dengan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini ditindak lanjuti dalam  Pasal 103
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.dilapanganpun vonis rehabiliatasi tidak dapat
berjalalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan faktor peraturan perundangan-
undangan yang mengatur vonis rehabiliatasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika) yang tidak jelas serta ada keenganan dari aparat penegak hukum dalam
menjahtuhkan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika meskipun undang-undang
narkotika sudah menamanatkan rehabilitasi bagi pecandu. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian  empiris, dengan tehnik survei, yaitu dengan cara
mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan, baik melalui
pengamatan langsung (observation), wawancara (interview) dan dokumentasi
(documentation)  Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yang
dipilih secara random dan atau purposive sesuai dengan karakteritik datanya. Analisis data
dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitif.
Kata Kunci: Narkotika,P ecandu Narkotika,Rehabilitasi
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan
Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8
juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current
users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44
sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014.
Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan
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Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkoba
mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 20151.
Peningkatan tindak pidana penyalahguna narkotika ini terlihat dari data terbaru yang
dilansir oleh BNNP di Provinsi Bengkulu penyalahguna narkotika di provinsi bengkulu
sekitar 1,4% pecandu atau sekitar 16.433 orang pecandu dan angka ini mengalami lonjakan
yang signifikan sejak tahun 2014 khusus terhadap pecandu yang baru coba-coba dari
keseluruhan data penyalahguna narkotika di Indonesia.
Meningkatnya Tindak pidana narkotika setiap hari baik itu peredaran narkotika itu
sendiri maupun peningkatan jumlah pengguna/pecandu narkotika khususnya.Di Kota
Bengkulu peningkatan angka kriminalitas dalam tindak pidana narkotika hal ini dapat terlihat
pada data yang terdapat  di Lapas Klas II A pada tahun 2009 terpidana sebanyak 58 orang
kemudian terus meningkat menjadi 132 orang pada tahun 2011 serta menjadi 207 pada tahun
2013.2 Peningkatan tindak pidana ini harus cepat diatasi dan perlu adanya upaya penegakan
hukum berupa sanksi yang tepat agar tidak terus merusak kehidupan khususnya masyarakat
Indonesia, Sanksi tersebut tentunya, harus dijatuhkan dalam bentuk Vonis Hakim pada amar
putusannya. Vonis sendiri merupakan keputusan Hakim atau keputusan pengadilan sebagai
akhir dari suatu pemeriksaan atau proses peradilan.3
Vonis hakim berupa pidana penjara ,kurungan atau denda ternyata tidak membawa
korelasi positif bagi berkurangnya pemakai/pecandu narkotika bahkan terus meningkat setiap
harinya. Hal ini dikarenakan mereka dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang
dimiliki pecandu, pemakai atau korban penyalahgunaan tersebut.4 Sejalan dengan paradigma
baru Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka system pemidanaan dalam
hukum pidana modern pada gilirannya harus berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis
sanksi yang digunakan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi
tindakan.Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah
merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system5 Berbicara tentang
ide dasar double track system, bermakna berbicara mengenai gagasan dasar mengenai sistem
sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal
1 http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35
2 Data Register Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, Tanggal 30 Maret 2013.
3 M. Marwan dan Jimmy P, 2009,Kamus Hukum, Reality ublisher, Surabaya, Hal. 638.
4Ibid
5 ibid, Hal 27-28.
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ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu
pihak dan sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda.
Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata
lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi
tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. 6 Berdasarkan hal
tersebut di ataslah double track system dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap tindak
pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan
victimologi bahwa pengguna (pecandu) narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu
korban sebagai pelaku.
Pengguna narkotika/psikotropika (pecandu narkotika/pskotropika) yang juga sebagai
korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna/pecandu narkotika
juga sebagai pelaku suatu tindak  pidana/kejahatan maka ia harus tetap dihukum Hakim dapat
menjatuhkan sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan hakim antara lain adalah: penjara,
kurungan dan denda atau menjatuhkan vonis rehabilitasi khusus terhadap pecandu narkotika.
Vonis hakim berupa pidana penjara ,kurungan atau denda ternyata tidak membawa korelasi
positif bagi berkurangnya pemakai/pecandu narkotika bahkan terus meningkat setiap harinya.
Hal ini dikarenakan mereka dihukum tanpa memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki
pecandu, pemakai atau korban penyalahgunaan tersebut. 7 Penjatuhan hukuman tanpa
perhitungan inilah menyebabkan mereka tidak berubah kembali lagi menjadi baik, karena
hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan atau pembalasan atas perbuatannya.
Hakim hendaknya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menentukan
“nasib” para pecandu narkotika dalam system peradilan pidana dapat menjatuhkan vonis
yang lebih komprehensif dan manusiawi  dan dapat menyembuhkan pecandu narkotika dari
lap dan relaps yang diderita pecandu narkotika secara integral, Dalam banyak kasus
khususnya dikota Bengkulu hakim sering kali menjatuhkan vonis penjara hampir mencapi
98% pecandu narkotika dijatuhui pidana penjara
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Hakim boleh
menjatuhkan vonis  penjatuhan sanksi berupa tindakan rehabilitasi yang diatur dalam  Pasal
6 Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan
Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2005, Hal 88.
7Ibid
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54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini ditindak lanjuti
dalam  Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa:
1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani
hukuman.8
Rehabilitasi diwajibkan, karena secara kesehatan mereka orang sakit yang harus
diobati dan merupakan korban dari penggunaaan tersebut (self victimizing victims 9 ).
Rehabilitasi dianggap merupakan cara yang paling efektif dalam mengobati pecandu
narkotika dalam mengobati ketergantungannya terhadap Napza selain itu dukungan dari
keluarga, teman –teman dekat korban sangat diperlukan  ini yang disebut sebagai rehabilitasi
sosial.10 Proses rehabilitasi dilakukan pada panti rehabilitasi atau rumah sakit yang  telah
ditentukan pemerintah sebagai tempat menjalankan vonis rehabilitasi. Rehabilitasi ini
merupakan sanksi tindakan yang tepat, selain pelaku atau terpidana juga tetap menjalani
sanksi pidana. Sanksi tindakan rehabilitasi sendiri merupakan sanksi yang setara dengan
sanksi pidana (double track system),11.
Minimnya Vonis Rehabilitasi yang dijatuhkan Hakim terhadap pecandu narkotika
seperti yang terdapat dalam data berikut di Lapas Klas II A pada tahun 2009 terpidana
sebanyak 58 orang  kemudian terus meningkat menjadi 132 orang pada tahun 2011 serta
menjadi 207 pada tahun 2013 serta pada bulan April 2015 terpidana sebanyak 202 sedangkan
recidive kasus narkotika april 2015 sebanyak 18 orang sampai akhir mei tahun 2015 tidak ada
seorangpun narpidana pecandu narkotika yang murni divonis rehabilitasi hanya ada 4 orang
pecandu narkotika yang didamping oleh BNNP Bengkulu yang divonis satu tahun penjara
dikurangi masa rehabilitasi selama 3 bulan. Putusan ini terdapat vonis rehabilitasi
dikareanakan para pecandu narkotika merupakan tahanan BNNP Bengkulu maka mau tidak
8Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 103 Ayat (1) dan (2).
9 Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003 Tindak Pidana Narkotika, Ghalia.
Indonesia,Jakarta, Hal. 74-75.
10 Jurnal FISIP Soul Volume 2 Nomor 2 September 2009,Agustina Ekasari dan Nurhafizah ‘Hubungan antara
Adversity Quontient dan Dukungan Sosial dengan Intensi Untuk Pulih dari ketergantungan Napzapada
Penderita Diwilayah Bekasi Utara –Lembaga Kasih Indonesia , Hlm 111
11 M Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan
Implementasinya), P.T. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 24.
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mau harus menjalani rehabilitasi jika berdasarkan hasil assesment murni pecandu narkotika
jika bukan tahanan BNNP maka tidak ada harapan vonis rehabilitasi akan dijatuhkan .12 ,
berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tulisan ini mengakat permasalahan tentang
bagaiamna implementasi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di Pengadilan
Negeri Bengkulu ?
C.METODE PENELITIAN
Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok
tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala
lain dalam masyarakat.13 Dengan menggunakan pendekatan empiris penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk
mendapatkan data primer dengan menggunakan penelitian survei, yaitu dengan cara
mengumpulkan data dan informasi serta fakta-fakta dari gejala di lapangan. Menurut Faisal,
suatu survey bisa digunakan untuk tujuan-tujuan deskriptif dan juga untuk tujuan-tujuan
eksplanasi.
Pada penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai
dengan tujuan peneliti (sampel non random). Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi
sampel dalam penelitian ini terdiri dari:
a. 2 orang hakim pengadilan negeri bengkulu yang pernah menanggani tindak
pidana penyalahguna narkotika
b. 2 orang Jaksa Kejasaan Negeri yang pernah menanggani tindak pidana
penyalahguna narkotika
c. 2 orang Penyidik/penyidik Pembantu di Polres bengkulu yang pernah
menanggani tindak pidana penyalahguna narkotika
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
kualitatif, yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang
menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.14 Kerangka berpikir
induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam
data yang bersifat umum dan dengan kerangka berpikir deduktif yaitu dengan cara menarik
12 Data Register Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, Tanggal 26 Mei 2015 .
13Sinamo, Nomensen, 2009, Metode Penelitian hukum, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta,2009, Hal. 34.
14Soekanto,Soerjono, Metodologi Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986, Hal. 264.
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kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. 15 Setelah
data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab
permasalahan.
D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Pasal 127 Tentang Rehabilitasi Bagi Pecandu Nrakotika di Pengadilan
Negeri Bengkulu
Masalah mendasar bagi pecandu/pemakai narkotika adalah kertegantungan yang
akut terhadap zat aditif tersebut. Menjatuhkan hukuman penjara, kurungan dan denda
kadangkala tidak membawa kemaslahatan bagi pecandu narkotika. Bahkan dalam banyak
kasus  pecandu narkotika yang di vonis penjara menjadi recidive kembali sebagai pemakai
narkotika yang lebih parah.
Sejalan dengan paradigma baru Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana,
maka system pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya harus berorientasi
pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang digunakan tidak hanya meliputi sanksi pidana,
tetapi juga sanksi tindakan.Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi
tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track system16
Berbicara tentang ide dasar double track system, bermakna berbicara mengenai gagasan dasar
mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum
pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis
sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide
dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan
pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan
pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap
suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku
perbuatan tersebut. 17 Berdasarkan hal tersebut di ataslah double track system dalam
perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling
tepat,karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pengguna (pecandu) narkotika adalah
sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku. Victimologi tetap menempatkan
pengguna narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/ kejahatan yang
15 Ibid
.
16 ibid, Hal 27-28.
17 Op cit ,Teguh Prasetyo, Hal 88.
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dilakukannya sendiri. Oleh karana itu, maka pengguna narkotika (pecandu narkotika) yang
juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena
pengguna/pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak  pidana/kejahatan maka ia
harus tetap dihukum.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengguna (pecandu) narkotika sebagai self
victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani pidana di Lapas, sedangkan sanksi
tindakan diberikan kepada pengguna (pecandu) narkotika sebagai korban adalah berupa
pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.
Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan/atau perawatan dihitung masa menjalani
hukuman.18 Sejalan dengan paradigma individualisasi pidana pembinaan berupa rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika dalam rangka memberika terapi yang tepat dan jitu yang
diarahkan pada kesembuhan secara total pecandu narkotika dari lap dan relaps yang
dideritanya
Hakim hendaknya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menentukan
“nasib” para pecandu narkotika dalam system peradilan pidana dapat menjatuhkan vonis
yang lebih komprehensif dan manusiawi  dan dapat menyembuhkan pecandu narkotika dari
relaps yang diderita pecandu narkotika secara integral. Dalam banyak kasus khususnya
dikota Bengkulu hakim sering kali menjatuhkan vonis penjara hampir mencapi 98% pecandu
narkotika dijatuhui pidana penjara.
Proses penegakan hukum bagi penyalaguna narkotika/pecandu narkotika di
Pengadilan negeri belum berpihak pada pecandu narkotika/penyalahguna narkotika hal ini
terlihat  dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dari tahun 2014 s/d  Mei 2015 tidak
ada 1 orangpun  narapidana yang dijatuhi hukumam rehabilitasi murni. Kesemua narapidana
penyalahgunaan narkotika/pecandu narkotika dijatuhi pidana kurungan dan penjara dengan
rentang waktu pada tabel berikut :





<1 Tahun 1- <2Tahun 2 - <3Tahun 3 - <4 Tahun ≤5 Tahun
Jumlah 31 orang 30 orang 1 orang 2 orang 14 orang
18 M. Sholehuddin, Op Cit, Hal 18-19
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≤ 1 Tahun 1-2 Tahun > 2-4Tahun ≤5 Tahun
Jumlah 15 orang 12 orang 4orang 5 orang
Sumber data: diolah peneliti dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Pada tabel tersebut terlihat jelas bahwa paradigma yang masih digunakan hakim
terhadap pengyalahguna narkotika adalah penjara. Hukuman penjara merupakan sanksi yang
paling di sukai oleh hakim untuk dijatuhkan terhadap pecandu narkotika hakim masih sangat
berpikiran klasik yang menggap para pecandu narkotiak sebagai pelaku kriminal padahal jika
dilihat dari presfektif viktimologi dan psikologi para pecandu narkotika merupakan orang
yang sakit maka harus diobati dan pengobatan yang diberikan hakim adalah menjatuhkan
sanki berupa pidana penjara dan ini terbukti bukan obat yang mujarab dalam menyembuhkan
pecandu narkotika
Hakim Itong I Hidayat 19 menyatakan alasan hakim tetap menjatuhkan hukuman
pidana penjara atau kurungan terhadap pecandu narkotika karena berdasarkan tuntutan jaksa
penuntut umum yang selalu menggunakan Pasal berlapis terhadap pecandu narkotika yaitu
Pasal 111,112,114 dan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hampir tidak
ada kasus pecandu narkotika yang ditangani oleh Hakim Itong maupun Siti Insyirah Jaksa
penuntut umum menggunakan Pasal tunggal yaitu 127, dan didalam tuntutan
pidana/requisitor jaksa penuntut umum tidak pernah memembuat rekomendasi rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika meskipun terbukti secara sah dan meyakinakan bahwa terdakwa
merupakan murni sebagai pecandu narkotika sehingga dengan alasan ini hakim Itong maupun
Siti Insyirah tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi, meskipun Hakim memiliki
kebebasan dan tidak terikat serta bebas dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tetapi
tentu saja hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang terlalu kontroversi Meskipun secara
teoritis Hakim Itong dalam memutus perkara tidak berdasarkan pada tuntutan jasa penuntut
umum tetapi dalam kenyataan hukum sehari-hari dalam menjatuhkan putusan terhadap
terdakwa jelas Majelis Hakim berpedoman pada tuntutan jaksa penuntut umum karena
sangatlah tidak mungkin majelis hakim menjatuhkan putusan yang terlalu kontradiktif dengan
tuntutan jaksa penuntut umum karena masyarakat akan menggap hakim akan
menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya hal senada juga dibenarkan oleh Hakim
Anggota Siti Insirah20.
19 Hasil wawancara pada tanggal 5 mei 2015 pukul 10.00 wib
20 Hasil wawancara pada tanggal 5 mei 2015 pukul 12.00 wib
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa Penuntut Umum Depa
Sulistini 21 di Kajaksaan Tinggi Bengkulu dan Batman Wasil Jaksa Penutut Umum di
Kejaksaan negeri Bengkulu menyatakan bahwa dalam membuat surat dakwaan terhadap
penyalahguna narkotika/pecandu narkotika jaksa memang menggunakan pasal berlapis hal ini
untuk menghindari lepasnya terdakwa. Dalam membuat surat dakwaan maupun tuntutan
pidana seorang jaksa penuntut umum tetapi harus berkoordinasi dengan atasanya sehingga
tidak ada kebebasan mutlak seorang JPU terhadap kasus yang ditangani meskipun JPU lah
orang yang paling tahu atas kasus yang ditangani . seorang JPU harus berkonsultasi dengan
kasi pidum serta kepala Kajari memberikan arahan baik pada saat membuat surat dakwaan
maupun tuntutan pidana haruslah tunduk dan berdasarkan arahan dari atasan tertinggi  yaitu
Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki
‘kebebasan’ dalam membuat requistor meskipun bertentangan dengan hati nurani dikarena
pola koordiansi yang tercipta di lembaga kejaksaan.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Batman
Wasil bahwa jaksa Penutut Umum dalam membuat tuntutan pidana harus berkordinasi
terlebih dahulu kepada Kasi Pidum dan Kajari/Kajati terlebih dahulu sehingga keputusan
tertinggi ada di tangan pimpinan22 hal yang paling miris adalah pihak kejaksaan masih
menggap program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika/psikotropika merupakan ‘proyek’
BNN hal ini juga dikemukan oleh penyidik pembantu kepolisan Agus Sugihandoro serta
Hakim Itong dan Siti Insirah sehingga terkesan bahwa BNN terlalu memaksa program
Rehabilitasi yang mereka canangkan terhadap pencandu/penyalahguna narkotika tanpa
melihat kondisi nyata di lapangan. Sedangkan menurut  Kepala BNN Djoko Marjatno
rehabailtasi terhadap penyalahguna/pecandu bukan pengedar atau bandar merupakan program
yang harus di dukung bersama di dalam sistem peradilan pidana karena dicanangkan oleh
gerakan pemerintah Republik Indonesia dengan di keluarkannya surat keputusan bersama
bersama MAHKUMJAKPOL Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia : Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor:
03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : PER-
005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga
21 Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 11.00 wib
22 Hasil Wawancara pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 09.00 wib
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Rehabilitasi sehingga seharusnya para pihak yang menangani penyalahguna
narkotika/psikotropika harus dan wajib berkerjasama serta memilki kerangkan pikir yang
sama dalam melihat pecandu sebagai self victimize victim sehingga keputusan terbaik khusus
bagi pecandu narkotika adalah Rehabilitasi bukan pidana penjara atau pidana kurungan.
Aparat penegaka hukum khususnya di propinsi Bengkulu dalam mengimplemtasikan
Pasal 127 tentang vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sangat memiliki presfektif
yang sama dengan amanat UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang
mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara
humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan
secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu dengan melibatkan
perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran
mereka dalam tindak Pidana Narkotika sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau
terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial. namun
kenyataannya para aparat penegak hukum sendiri yang tidak mau dan mempercayai
rehabilitasi sebagai obat yang mujarab bagi pecandu narkotika dan memndang penjara
merupakan terapi yang paling jitu bagi pecandu narkotika sehingga pada akhirnya perturan
perundang hanya dianggap sebagai peraturan saja tanpa memiliki makna untuk
diimplementasikan   hanya sebatas himbaun saja .
E. KESIMPULAN
1. Pasal 127 tentang hak pecandu/penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi
seperti yang terdapat di dalam  UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tataran
Implementasinya hanya sebatas peraturan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan
dilaksanakan karena aparat penegak hukum memandang pecandu narkotika/penyalahguna
narkotika sebagai pelaku kriminal bukan sebagai self victimize victim.
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